PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa satuan biaya pada perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabanan didasarkan atas azas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
ril dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan Perangkat Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69
Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Menetapkan

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor
13);

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG
SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal 1



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun
2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 69) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 2 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis satuan biaya terdiri dari:

a. Bahan Bakar Minyak kendaraan roda 2, roda 4
dan roda 6;

b. Perawatan kendaraan bermotor yang digunakan
untuk jasa service/penggantian suku cadang dan
pelumas, jasa kir, biaya STNK untuk kendaraan
dinas operasional pada masing-masing Perangkat
Daerah; dan

c. Pemeliharaan peralatan kantor.

(2) Perawatan kendaraan bermotor roda 2 hanya

ditanggung biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 3

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diubah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Semua satuan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak dan
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis
satuan biaya.

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang tidak tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini, ditetapkan berdasarkan hasil
Survey terhadap harga yang berlaku dipasaran.
Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi pekerjaan / kegiatan yang
dikerjasamakan / dikuasakan kepada Instansi /
Lembaga Pemerintah Lainnya yang tidak tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, menggunakan
standar  biaya yang ditetapkan oleh Instansi /
Lembaga yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal



diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 58
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